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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Pramuka 
Pendidikan Kepramukaan merupakan suatu proses pendidikan 
dalam bentuk kognitif dan psikomotorik yang menyenangkan bagi anak-
anak dan pemuda dibawah tanggung jawab orang dewasa yang 
dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan keluarga, oleh karena itu 
kegiatan pramuka di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
27
 
Secara harfiah pramuka dapat diartikan “paling depan”. Kata 
pramuka merupakan rangkaian dari kata “Pra, Mu, Karana”.Kata Pra yang 
merupakan singkatan dari kata “praja” yang memiliki arti rakyat atau 
warga. Lalu kata Mu diambil dari singkatan kata “Muda” yang berarti belum 
dewasa. Sedangkan kata Ka singkatan dari kata “karana” yang berarti 
perbuatan, penghasilan.
28
 
Penggunaan istilah Gerakan Pramuka, Pramuka dan Kepramukaan, 
nampak masih digunakan secara tumpang tindih, sehingga terkesan 
mengaburkan pengertian sebenarnya. Gerakan pramuka adalah nama 
organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang 
menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. 
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Pramuka sendiri adalah Anggota Gerakan pramuka yang terdiri dari 
anggota muda yaitu peserta didik dan anggota dewasa yaitu pembina 
pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina 
profesional, pamong SAKA dan instruktur SAKA, pimpinan SAKA, 
andalan, pembantu andalan, anggota MABI, staf karyawan kwartir, mitra. 
Sedangkan yang dimaksud Kepramukaan ialah proses pendidikan 
di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk 
kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, praktis yang dilakukan di 
alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode 
kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi 
pekerti luhur.
29
 
Pendidikan dalam dunia kepramukaan juga diartikan secara luas 
sebagai suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang 
berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki oleh seluruh anggota 
Gerakan Pramuka, baiksebagai pribadi maupun sebagai anggota 
masyarakat.
30
 Dengan demikian gerakan pramuka merupakan suatu 
gerakan rakyat atau warga Negara yang masih muda yang sanggup dan 
menuju berkarya. 
Kepramukaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran rumah 
tangga Gerakan Pramuka adalah proses pendidikan di luar lingkungan 
sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, 
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menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan dialam 
terbuka dengan Prinsip dasar Kepramukaan (PDK) dan metode 
Kepramukaan (MK), yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak 
dan budi pekerti luhur.
31
 
Kegiatan kepramukaan lebih mengutamakan pada kegiatan dialam 
terbuka, sehingga setiap kegiatan kepramukaan mempunyai dua nilai yaitu 
nilai formal atau nilai pendidikan yaitu pembentukan watak (character 
building) serta nilai materilnya yaitu kegunaan praktisnya.
32
 Namun tidak 
bisa dipungkiri bahwa kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam pramuka 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter anak. 
Pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan kepada sejumlah peserta didik di bawah bimbingan orang 
dewasa dengan melalui kegiatan rekreatif, edukatif, kreatif, menantang dan 
menyenangkan di alam terbuka, yang dikemas dalam bentuk berbagai 
kegiatan sesuai dengan satuan atau golongan peserta didik. Pendidikan 
kepramukaan tidak membeda-bedakan ras, golongan dan suku bangsa, 
terbuka bagi siapapun untuk bersama-sama, belajar bersama dan membina 
diri bersama-sama, termasuk untuk para peserta didik yang mengalami 
kelainan fisik, mental, emosional dan atau sosial. Peserta didik 
berkebutuhan khusus sebagai anggota Pramuka memiliki hak yang sama 
untuk mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan sesuai kemampuan dan 
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keterampilan yang dimilikinya. Dengan melalui kegiatan yang menarik 
dan menantang mereka dapat memperoleh pengalaman belajar yang 
diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membentuk sikap, 
nilai-nilai kepribadian yang sesuai dengan perkembangan dan 
kemampuannya.
33
 
 
B. Sejarah Kepramukaan Dunia 
Untuk dapat memahami Kepramukaan terlebih dahulu perlu 
mengetahui tentang sejarah berdiri dan berkembangnya Gerakan 
Pramuka.Mempelajari sejarah Gerakan Pramuka tentu tidak lepas dari 
riwayat hidup pendiri Kepramukaan dunia yaitu Lord Robert Baden 
Powell of Gilwill. Baden Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di 
London. Nama yang sebenarnya adalah Robert Stephenson Smyth Baden 
Powel, sedangkan ayah beliau seorang Profesor Geometri di Universitas 
Oxford Inggris, yang bernama Baden Powell yang meninggal pada tanggal 
11 juni 1860, ketika Stephenson masih kecil (berusia 3 tahun). Dengan 
menjadi seorang yatim sejak kecil, maka dia terbiasa hidup mandiri. Baden 
Powell adalah seorang yang bertipe pekerja keras, beliau tidak mudah 
putus asa dan penolong.
34
 
Di usia 19 tahun, Baden Powell menamatkan sekolah di 
Charterhouse School dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan 
                                                             
33
Melinda, Elly Sri. Pendidikan Pramuka Implementasi Pada Pendidikan Khusus.( 
Jakarta: Luxima, 2013), H. 3 
34
Sunardi Andri Bob, Boyman Ragam Latih Pramuka, (Bandung : Nuansa Muda, 2011) 
Cet.7 H. 15-16 
  
 
31 
dinas kemiliteran. Setelah lulus dari akademi militer tersebut Baden 
Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu letnan. 
Pengalaman di ketentaraan inilah yang kemudian banyak mempengaruhi 
perkembangan berdirinya gerakan kepanduan di Inggris, bahkan dunia.
35
 
Pada tahun 1908 Letnan Jenderal Lord Robert Baden Powell dari Inggris 
melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan di luar sekolah untuk anak 
Inggris, dengan tujuan supaya mereka menjadi menusia Inggris, warga 
Inggris, dan anggota masyarakat Inggris yang baik, sesuai dengan keadaan 
dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya Ketika itu. Untuk itu beliau 
mengarang suatu buku yang terkenal, yaitu buku “Scouting for Boys”. 
Buku ini memuat cerita pengalaman beliau dan latihan apa yang 
diperlukan untuk para Pramuka. 
 
C. Sejarah Kepramukaan Diindonesia 
Seiring dengan terusnya berlangsung penjajahan belanda ke 
Indonesia tepatnya ditahun 1912 Organisasi kepanduan di Indonesia 
dimulai oleh adanya cabang "Nederlandsche Padvinders Organisatie" 
yang disingat dengan NPO, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I 
memiliki kwartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi 
"Nederlands - Indische Padvinders Vereeniging" atau disingkat dengan 
NIPV yang terbentuk pada tahun 1916. Ditahun yang sama pula berdiri 
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Organisasi Kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia dengan 
nama Javaansche Padvinders Organisatieyang dimana berdirinya 
organisasi ini berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 
1916.  
Didasari dari tonggak inilah lahir beberapa kepanduan–kepanduan 
diindonesia baik yang berdasarkan agama, suku, serta lain 
sebagainya.Sampai pada akhirnya pada tanggal 23 Mei 1928 terbentuklah 
Persaudaraan Antara Pandu Indonesia" merupakan federasi dari Pandu 
Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS. Federasi ini tidak dapat 
bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah 
Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong 
Java Padvinders / Pandu Kebangsaan.
36
 PAPI kemudian berkembang 
menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada 
bulan April 1938. Antara tahun 1928-1935 bermuncullah Gerakan 
Kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun 
bernapas agama. 
Seiiring waktu berjalan dengan berakhirnya perang dunia I dan 
dimulainya perang dunia ke II penjajahan Belanda terhadap Indonesia 
berakhir karena kalahnya bala tentara Belanda melawan Jepang, dan 
jatuhlah Indonesia ketangan jajahan Jepang.Pada masa penjajahan Jepang 
inilah semua partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk Gerakan 
Kepanduan, dilarang berdiri. Tetapi karena semangat kepanduan yang 
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tinggi dan tetap menyala di dada para anggotanya menyebabkan semakin 
tingginya nilai persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air para anggota 
pandu dimasing–masing organisasi. Oleh karena itulah bangsa Jepang 
tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia sampai pada masa habisnya 
jajahan Jepang diindonesia.
37
 
Dengan semangat yang masih berkobar dan membara didada para 
pandu–pandu Indonesia, Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan 
Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta 
dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia 
sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah 
organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kongres yang 
dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta 
dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini 
didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan "Janji 
Ikatan Sakti", lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya 
organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 
Februari 1947.
38
 
Panjangnya berjalan waktu banyaknya lika–liku perjalanan 
kepanduan mulai dari masuknya kembali belanda untuk melakukan 
penjajahan sampai keluarnya keputusan Menteri PP dan K nomor 
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2344/Kab.Tertanggal 6 September 1951 yang menerangkan bahwa 
kepanduan rakyat Indonesia bukanlah satu–satunya kepanduan yang ada 
diindonesia.
39
 Dari keputusan inilah beranjak para wakil-wakil organisasi 
kepanduan mengadakan konfersensi di Jakarta. Pada saat inilah tepatnya 
tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia 
(IPINDO) sebagai suatu federasi, dan ditahun 1953 IPINDO berhasil 
menjadi anggota kepanduan se-dunia. IPINDO merupakan federasi bagi 
organisasi kepanduan putera, sedangkan bagi organisasi puteri terdapat 
dua federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan 
POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia). 
Singkat cerita setelah panjangnya dinamika perjuangan bangsa 
Indonesia ditahun 1960 Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini 
adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 
tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam 
ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330 C. yang menyatakan bahwa dasar 
pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila.Seterusnya penertiban 
tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya 
diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan 
Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). 
Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah 
melaksanakannya, karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 
1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan 
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Indonesia, bertempat di Istana Negara. Dan kemudian terbitlah Keputusan 
Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia 
Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan 
keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 
1961.
40
 Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden 
dengan Keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga, 
keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 
1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini 
terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis 
Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial). 
Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan 
Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 
1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka, yang dimana dalam 
keputusan tersebut dijelaskan tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan 
Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang 
ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan 
pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka 
yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola 
Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. 
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden R.I Nomor 238 
Tahun 1961 maka keluarlah Keppres RI No.447 Tahun 1961 yang dimana 
dalam aturan tersebut menjelaskan tentang komposisi majelis pimpinan 
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nasional gerakan pramuka dengan ketua Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI 
dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua 
II Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Sedangkan dalam kepengurusan kwartir 
nasional gerakan pramuka sendiri diketuai oleh Sri Sultan Hamengku 
Buwono IX dalam masa bakti 1961 sampai dengan 1974.
41
 
Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Sri Sultan Hamungku 
Buwono IX kepemimpinan Gerakan Pramuka dilanjutkan oleh Letjen. M. 
Sarbini dimasa bakti 1974 sampai dengan 1978, sedangkan diperiode 1978 
sampai dengan 1993 Gerakan Pramuka dipimpin oleh Letjen. Mashudi, di 
tahun 1993–1998 Letjen.Himawan Soesanto sebagai Ketua Kwartir 
Nasional, dan Letjen. Rivai Harahap ditahun 1998–2003, lalu Gerakan 
Pramuka di tahun 2003–2013 dipimpin oleh Prof. Dr. Azrul Azwar, Mph, 
dan di masa bakti 2013 sampai sekarang dipimpin oleh Adhyaksa Dault. 
 
D. Sejarah Gerakan Pramuka di Riau 
Gerakan Pramuka di provinsi riau dimulai juga pada tahun 1961 
bersamaan dengan penabalan Gerakan Pramuka Secara Nasional, 
sebelumnya di provinsi riau juga sangat banyak kepanduan–kepanduan 
yang berkembang terutama pandu udara yang berpangkalan di Lanud 
Roesmin Nurjaddin Pekanbaru, dan dari sinilah cikal bakal angota 
Gerakan Pramuka di Kota Pekanbaru.
42
 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka 
                                                             
41
 Dimas Rahmad Psap. Buku Materi Pramuka Penegak. Purwodadi. 2010. H. 16 
42
H. Soeyono Mangkusiswoyo. 45 Tahun Gerakan Pramuka di Daerah Riau.Pekanbaru. 
Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Riau. 2006. H. 5 
  
 
37 
Riau baru terbentuk sekitar tahun 1961 yang diketuai oleh Kapten 
Amiruddin dengan dirakarsai oleh A. Muin Sadjoko seorang anggota 
pemerintah harian kantor gubernur provinsi riau. Kapten Amiruddin 
memimpin Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Riau sampai pada tahun 
1966 yang ketika itu menjabat sebagai Perwira Operasi Korem 031 
Wirabima dengan pangkat Mayor TNI AD. 
Selanjutnya di tahun 1966–1982 Gerakan Pramuka Kwartir Daerah 
Riau dipimpin oleh H. R. Soebrantas Siswanto yang ketika itu juga 
merupakan pejabat di lingkungan Korem 031 Wirabima, dengan 
berakhirnya kepemimpinan H. R. Soebrantas maka Gerakan Pramuka 
melaksanakan Musyawarah Daerah dan terpilih H. Nahar Effendi yang 
ketika itu menjabat sebagai Asisten Sekda Provinsi Riau dengan masa 
bakti 1982-1986. Lalu tahun 1986–1991 kepemimpinan dilanjutkan lagi 
oleh H. Ruslaen seorang TNI AD berpangkat Letnan Kolonel dengan 
jabatan Komandan Kodim Dumai. 
Tahun 1991–1995 di pimpin oleh Drs. H. Syamsir Karim, di tahun 
1995–2004 Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Riau dipimpin oleh Drs. H. 
Ok. Nizami Zamil dengan jabatan dipemerintahan ketika itu sebagai 
Kepala Kantor Wilayah P&K Provinsi Riau. Lalu ditahun 2004–2009 
Drs.H. Wan Abu Bakar selaku Wakil Gubernur Provinsi Riau diangkat 
menjadi Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Riau, lalu selanjutnya 
ditahun 2009 – 2014 ibu Septina Rusli Zainal memimpin Gerakan 
Pramuka Kwartir Daerah Riau selanjutnya Gerakan Pramuka Kwartir 
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Daerah Riau Masa Bakti 2014 sampai dengan sekarang di ketua Oleh H. 
Azaly Johan, S.H. 
 
E. Pejabat Publik 
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian pejabat 
Publik, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari jabatan (ambt), 
pejabat. Bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah lingkungan kerja 
tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan 
mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Sedangkan yang 
dimaksud dengan organisasi adalah kumpulan jabatan atau lingkungan 
kerja tetap dengan berbagai fungsi.
43
 
E. Utrecht mengatakan jabatan adalah sebagai pendukung hak dan 
kewajiban, sebagai subjek hukum (persoon) berwenang melakukan 
perbuatan hukum (rechtshandelingen) baik menurut hukum publik 
maupun hukum privat. Ditambahkan lagi bahwa jabatan dapat menjadi 
pihak dalam suatu perselisihan hukum (process party) baik diluar maupun 
pada pengadilan perdata dan administrasi.
44
 
Lingkup jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dengan 
berbagai cara yaitu :
45
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1. Jabatan alat kelengkapan negara (lazim dikenal dengan sebutan 
jabatan negara) dan jabatan penyelenggara administrasi negara. 
2. Jabatan politik dan bukan jabatan politik. 
3. Jabatan yang secara langsung bertanggungjawab dan berada 
dalam kendali/pengawasan publik dan jabatan yang tidak 
langsung bertanggung jawab dan berada dalam 
kendali/pengawasan publik. 
4. Jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan 
jabatan yang tidak secara langsung melakukan pelayanan 
umum. 
Agar jabatan dan fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan 
bergerak mencapai sasaran dan tujuan harus ada pemangku 
jabatan/pejabat. Yang dimaksud dengan pemangku jabatan/pejabat 
adalah orang perorangan yang duduk dan didudukkan dalam suatu 
jabatan dengan tugas dan wewenang tertentu untuk merealisasikan 
berbagai fungsi jabatan tertentu.Agar tugas dan wewenang pejabat 
dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkret dan dapat 
dipertanggung jawabkan (secara politik, hukum, dan sosial) kepada 
pejabat dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Antara tugas 
dan wewenang akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban 
dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan yang 
melampaui wewenang (detournement de pouvoir) atau telah terjadi 
penyalahgunaan kewenangan (misbruik van recht/abuse of 
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power).
46
 Sedangkan menurut pengertian bahasa, pejabat adalah 
pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur 
pimpinan).
47
 Dalam bahasa Belanda istilah pejabat dikenal dengan 
ambtdrager yaitu orang yang diangkat dalam dinas pemerintahan 
(negara, propinsi, kotapraja).
48
 
Pengertian jabatan yang ditetapkan oleh kamus besar bahasa 
Indonesia, yaitu:
49
 “Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau 
organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”. 
Pengertian jabatan yang dapat ditarik dari Penjelasan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, Pasal 1 ayat (3) adalah ”Jabatan negeri adalah 
jabatan dalam bidang esekutif yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan 
dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan 
kepaniteraan pengadilan”. 
Selanjutnya ditetapkan
50
 pada Pasal 1 butir (2), yakni: “pejabat 
yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Butir 
(3), yakni: “Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena 
jabatan dan tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Butir 
(4), yakni: “Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan 
oleh undang-undang”. Butir (5), yakni: “Jabatan negeri adalah 
jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dan 
kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan 
kepaniteraan pengadilan”. Butir (6), yakni: “Jabatan karir adalah 
jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki 
pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan”. 
Butir (7), yakni: “Jabatan organik adalah jabatan negeri yang 
menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah”. 
Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan 
dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah 
yang ikut memberikan penjelasan
51
, yaitu : Unsur  atau  elemen,  
ialah  komponen  yang  terkecil  suatu pekerjaan,misalnya 
memutar, menarik, menggosok,dan mengangkat. Tugas atau task, 
ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang 
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dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil 
kerja dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan 
tertentu.Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang 
memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada 
dalam satu unit organisasi.Jabatan atau occupation adalah 
sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang 
mempunyai persamaan, dan yang telah sesuai dengan satuan 
organisasi. SelanjutnyamenurutLogeman
52
dalambukunyayang 
diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkeregomenetapkan bahwa 
jabatan adalah : “…lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan 
yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang 
ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai 
pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan 
jelas.” 
Dari pengertian di atas, Logemann menghendakisuatu 
kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi 
dalam berfungsi dengan baik. Jabatan dijalankan oleh pribadi 
sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama 
jabatan, yang disebut pemangku jabatan. Apakah pemangku 
jabatan berwenang mewakilkan jabatan kepada oranglain 
?Logemann menjawabnya bahwa “dalam hal ini perlu ditempatkan 
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figura-subsitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan 
itu dengan sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku jabatan”. 
Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku 
jamak.Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu,tampak 
sebagai suatu kelompok sebagai satu kesatuan. Selanjutnya dikutip 
dari Utrecht
53
 dalam bukunya yang berjudul Pengantar hukum 
administrasi Negara Indonesiamenyatakan bahwa :“Jabatan ialah 
suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan 
guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah 
suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungakan dengan 
organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama Negara.” Yang 
dimaksud dengan lingkungan tetap ialah suatu lingkungan 
pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan 
tepat, teliti dan bersifat duurzaam. 
Jabatan itu subyek hukum, yakni pendukung hak dan 
kewajiban (suatu personifikasi), maka dengan sendirinya jabatan 
itu dapat melakukan perbuatan hukum.Perbuatan hukum itu dapat 
diatur baik hukum publik maupun hukum privat. Pengertian 
pejabat yang ditetapkan oleh Kamus Bahasa Indonesia
54
, yaitu: 
“Pegawai pemerintah yang memegang jabatan Tertentu. Dengan 
ketetapan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pejabat adalah 
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seseorang yang mengembang jabatan di suatu instansi atau bidang 
tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukannya. 
Selanjutnya yang ditetapkan oleh Utrecht
55
 dalam salah satu 
tulisannya menyatakan bahwa: “penjabat adalah seseorang yang 
mewakili suatu jabatan, yakni menjalankan suatu lingkungan 
pekerjaan tetap guna kepentingan negara”. Dengan ketetapan diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa penjabat adalah seseorang yang 
diberi kewenangan untuk sementara menduduki suatu jabatan di 
mana jabatan tersebut tidak diduduki oleh seseorangpun dengan 
kata lain lowong atau kosong. 
Selanjutnya istilah publik berasal dari bahasa inggris public 
yang berarti umum, masyarakat atau Negara. Sebenarnya, dalam 
bahasa bahasa Indonesia sesuai bila diberi kata terjemahan praja, 
hanya saja sejak jaman belanda kata kata sansakerta tersebut sudah 
salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata praja tersebut adalah 
rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan 
seluruh rakyat diberi istilah pamong praja (pelayan rakyat). 
Pada umumnya apabila orang menggunakan perkataan “publik” 
maka dikira yang dihadapi adalah hanya satu macam publik.Dilihat 
dari segi ilmu komunikasi/publisistik dan segi ilmu Jiwa Sosial, 
maka publik diartikan sejumlah manusia yang diikat oleh suatu 
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rangsangan tertentu. Walaupun demikian perlu sekali diperhatikan 
bahwa rangsangan yang mengikat ini tidaklah kontinyu, bahkan 
dapat berubah setiap kali dan diganti oleh rangsangan yang lain. 
Dengan demikian, maka perubahan publik mudah terjadi atau 
dengan tinjauan lain. Seseorang dalam masyarakat modern adalah 
anggota dari banyak publik. Dilihat dari segi ini maka tidak heran 
bahwa orang berebutan dengan menggunakan bermacam teknik 
untuk mendapat perhatian publik dalam arti ini. Dilihat dari segi 
bahwa orang pada umumnya adalah anggota dari banyak publik, 
maka dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa pada saat yang 
sama terdapat banyak publik pula dimana kegiatan Humas adalah 
mengadakan dan membina opini yang mendukung sehingga 
dengan sendirinya seorang PRO (Public Relations Officer) 
menyadari bahwa ia harus bersaingan dalam berebut dan 
membentuk publik untukinstansinya.
56
 
“Publik” yang memiliki pengertian “masyarakat”, tetapi 
penggunaan istilah publik tetap dipertahankan untuk memudahkan 
dalam membedakan dengan istilah masa dan crowd (kerumunan) 
meskipun perbedaan itu sangat tipis sekali.
57
 Bagi Karl Mannheim, 
publik ialah kesatuan banyak orang yang bukan berdasarkan 
interaksi perseorangan, tetapi atas dasar reaksi terhadap stimuli 
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yang sama. Reaksi itu muncul tanpa keharusan berdekatannya 
anggota publik itu secara fisik antara yang satu dengan yang lain. 
Masih menurut Mannheim, dalam publik mereka terinteraksi 
oleh tujuan yang dipengaruhi oleh stimulus tertentu. Oleh karena 
itu, dalam publik ada beberapa keistimewaan;  
1. Punya tujuan tertentu atau maksud tertentu, 
2. Integrasi mereka menyerupai sejenis organisasi primer 
dimana terdapat keteraturan waktu dan tingkah laku. Mereka 
menduduki dan meninggalkan tempat duduk pada waktu 
tertentu. 
3. Anggota publik memainkan peran tertentu seperti sebagai 
penonton/pendengar atau pembaca. 
Sedangkan menurut Herbert Blumer publik adalah sekelompok 
orang yang tertarik pada suatu isu dan terbagi-bagi pikirannya dalam 
menghadapi isu tersebut dan berusaha untuk mengatasinya.Kingsley Davis 
menggaris bawahi bahwa publik itu kelompok yang tidak merupakan 
kesatuan, interaksi terjadi tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, 
tingkah laku publik didasarkan pada tingkah laku individu. 
Dengan demikian, publik dalam hal ini bisa diartikan: 
1. Sekelompok individu yang tidakterorganisasi 
2. Kelompok itu tidak mengumpul di satu tempat, tetapi 
menyebar, bukan suatukesatuan 
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3. Mempunyai interest yang sama terhadap suatupersoalan 
4. Melakukan kontak satu dengan yang lainnya, biasanya tidak 
langsung 
5. Ada stimuli yang memungkinkan terciptanyapublik. 
 
Jadi Jabatan publik adalah jabatan yang diduduki seseorang 
sebagai pejabat pemerintah.Jadi jabatan publik dalam penelitian ini 
merupakan kedudukan individu yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan haknya sebagai pegawai negeri sipil dalam rangka 
menjalankan tugas pokok, fungsi dan keahlian serta keterampilan yang 
dimiliki untuk mencapai tujuan dari organisasi. 
Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 untuk 
dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Berstatus Pegawai Negeri 
Sipil, Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang 
pangkat yang ditentukan, Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan 
yang diperlukan. 
Semua unsur penilaian prestasi kerja (daftar penilaian pelaksanaan 
pekerjaan) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 
Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.Sehat jasmani dan rohani 
Jadi jabatan publik dalam penelitian ini merupakan kedudukan individu 
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya sebagai 
pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, -fungsi dan 
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keahlian serta keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari 
organisasi 
